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Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017, Pemerintah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

LKPP Tahun 2017 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN ; (b) Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan
Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan
kepada DPR, LKPP Tahun 2017 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat
3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk diperiksa. LKPP Tahun 2017 yang kami sajikan ini berstatus
sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (Audited).

Sehubungan dengan penyajian LKPP Tahun 2017 dimaksud, berikut ini adalah ringkasan atas ketujuh laporan
dalam LKPP Tahun 2017.

1. Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2017 adalah sebesar Rp1.666,37 triliun, atau 95,99 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA
2017. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.007,35 triliun, atau 94,10 persen dari yang
dianggarkan dalam APBN-P TA 2017, sehingga terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp340,97 triliun. Realisasi
Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp366,62 triliun, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar
Rp25,64 triliun.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih
(SAL) selama tahun 2017. Berdasarkan laporan tersebut, SAL awal tahun 2017 adalah sebesar Rp113,19 triliun.
Setelah ditambah SiLPA tahun 2017 Rp25,64 triliun dan dikurangi penyesuaian SAL sebesar Rp0,48 triliun,
maka saldo akhir SAL pada akhir tahun 2017 adalah Rp138,35 triliun.

3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah per 31 Desember 2017.
Neraca tersebut menginformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp5.947,83 triliun dan Kewajiban sebesar
Rp4.407,05 triliun. Dengan demikian, Ekuitas Pemerintah pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp1.540,78
triliun.

4. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya,
yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Operasional tersebut
menginformasikan bahwa Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional untuk tahun 2017 adalah sebesar
Rp1.806,52 triliun, dan Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp1.991,67 triliun. Di samping itu
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terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp72,16 triliun. Berdasarkan data di atas, defisit LO
adalah sebesar Rp112,98 triliun.

5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara untuk periode
yang berakhir pada Tahun 2017. Laporan Arus Kas tersebut menginformasikan nilai saldo awal kas adalah
sebesar Rp174,07 triliun serta terdapat kenaikan kas setelah koreksi pembukuan pada tahun berjalan sebesar
Rp34,42 triliun, sehingga terdapat total Saldo Akhir Kas sebesar Rp208,50 triliun. Saldo Akhir Kas ini kemudian
diperhitungkan dengan posisi Kas dan Setara Kas pada Neraca, yakni: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di
Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan, Kas pada BLU yang
Telah Didepositokan, Kas BLU yang Belum Disahkan, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya, dan Kas Transito
Kiriman Uang, sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp134,57 triliun.

6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas selama tahun 2017. Laporan
Perubahan Ekuitas tersebut menginformasikan bahwa ekuitas awal tahun 2017 adalah sebesar Rp1.566,93
triliun, Defisit-LO sebesar Rp112,98 triliun, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas
sebesar Rp84,97 triliun. Di samping itu, juga diperhitungkan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,18 triliun, dan
Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas sebesar Rp1,67 triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp1.540,78
triliun.

7. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan maksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh
informasi yang memadai tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan
meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar
rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pemerintah secara konsisten akan terus berupaya meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan
negara, dengan melakukan perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya yang masih mendapat opini
audit “Wajar Dengan Pengecualian” atau “Tidak Memberikan Pendapat”.

2. Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber
Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga.

3. Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
seluruh instansi Pemerintah.

4. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.

5. Mengimplementasikan single database dalam penyusunan LKKL melalui Aplikasi E-Rekon-LK untuk meminimalkan
terjadinya suspen (transaksi dalam konfirmasi).

6. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun action plan yang dilengkapi dengan timeline penyelesaian
yang jelas, melakukan pembahasan dengan BPK, serta menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik.

7. Menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics), yang mengacu pada
Manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat menyajikan konsolidasian fiskal dan statistik keuangan
pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan
antarnegara.
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Pemerintah mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku
kepentingan (stakeholders), sehingga kualitas LKPP di masa mendatang akan menjadi semakin baik. Pemerintah akan
terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, Mei 2018
a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati
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ofkdh^p^k
i^mlo^k=hbr^kd^k=mbjbofkq^e=mrp^q q^erk OMNT E�A�U�D�I�T�E�DF

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017, Pemerintah menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 (Audited). Laporan keuangan tersebut terdiri dari
Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

NK i^mlo^k=ob^ifp^pf=^m_k

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2017 dengan realisasinya, yang
mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan
31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.666,37 triliun atau 95,99 persen dari APBN-P.
Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.007,35 triliun atau 94,10 persen dari APBN-P.
Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.265,35
triliun atau 92,57 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp741,99
triliun atau 96,82 persen dari APBN-P.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran
sebesar Rp340,97 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp366,62 triliun atau 92,29 persen dari
APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25,64 triliun. Ringkasan
Laporan Realisasi APBN TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

r°~§~¬ o£~ª§±~±§ ^¬¥¥~°~¬ q^=OMNT=E�A�u�d�i�t�e�dF o£~ª§±~±§ q^
OMNS^¬¥¥~°~¬ o£~ª§±~±§ B

Pendapatan Negara dan Hibah NKTPSIMS NKSSSIPT 95,99 1.555,93
Belanja Negara: OKNPPIOV OKMMTIPR 94,10 1.864,27
I. Belanja Pemerintah Pusat 1.366,95 1.265,35 92,57 1.154,01
II.Transfer ke Daerah dan
Dana Desa

766,33 741,99 96,82 710,25

Surplus (Defisit) Anggaran EPVTIOPF EPQMIVTF 85,84 (308,34)
Pembiayaan Neto PVTIOP PSSISO 92,29 334,50
SiLPA (SiKPA) ORISQ 26,16

ofkdh^p^k
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